SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MAMUJU TENGAH,

bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab yang
dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju
Tengah adalah pengelolaan keuangan daerah yang
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab  dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 mengamanatkan
peraturan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu Tetap 2
menyusun dokumen penjabarannya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan

Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5397);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor
10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun
2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten

Mamuju Tengah.

. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang



melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Tetap S5 yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan Bupati.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman bagi OPD dan SKPKD dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah
BAB III
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

(1) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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oo a0

j-

k.

L.

pengelola keuangan daerah;

APBD;

penyusunan rancangan APBD;

penetapan APBD;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporan realisasi semester pertama APBD dan
perubahan APBD;

pengatur secara teknis Hibah, bansos dan BTT
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;

penyusunan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

kekayaan daerah dan utang daerah;

badan layanan umum daerah;

penyelesaian kerugian keuangan daerah;

informasi keuangan daerah; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

(3) Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI MAMUJU TENGAH,
Ttd.
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
Ttd.

H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 27

200312 1 004



